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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PERUBAHAN KESEPAKATAN DALAM PEMBELIAN
RUMAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
SECARA BERTAHAP
(Studi PT. BALE DIPA ARUMA)

Gerald Sebastian Simanullang
188400121

Hukum Keperdataan

Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap
perubahan kesepakatan dalam pembelian rumah secara bertahap, dengan fokus
pada PT. Bale Dipa Aruma. Perubahan seperti kenaikan harga, fasilitas, atau
ketentuan pembayaran sering merugikan konsumen dan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini
mengungkap bahwa pembayaran rumah di PT. Bale Dipa Aruma dimulai dengan
pengisian formulir dan pembayaran uang muka, sesuai prinsip konsensualisme
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Konsumen ditawarkan fleksibilitas skema
pembayaran tanpa campur tangan bank untuk menghindari biaya tambahan.
Transparansi informasi dijaga sesuai UU Perlindungan Konsumen, dengan
dokumen seperti KTP, NPWP, dan perjanjian pembelian sebagai syarat legalitas.
Perubahan kesepakatan dilakukan melalui adendum yang transparan dan
disepakati bersama, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan larangan perubahan
sepihak dalam UU Perlindungan Konsumen. Perusahaan juga menerapkan
mekanisme mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan
menyediakan kompensasi atas kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Dengan mengutamakan komunikasi jelas,
mekanisme pengaduan responsif, dan penyelesaian sengketa yang transparan,
perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keadilan, tanggung jawab sosial,
dan praktik bisnis berkelanjutan. Langkah-langkah ini memastikan perlindungan
hak konsumen sekaligus menjaga hubungan harmonis antara konsumen dan
pelaku usaha.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perubahan Kesepakatan, Sistem Pembayaran
Bertahap, Pembelian Rumah
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ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST AGREEMENT
CHANGES IN INSTALLMENT HOUSE PURCHASES
(Study on PT. Bale Dipa Aruma)

Gerald Sebastian Simanullang
188400121

Civil Law

This study examines legal protection for consumers regarding changes in
agreements for installment house purchases, focusing on PT. Bale Dipa Aruma.
Changes such as price increases, facility adjustments, or payment terms often
disadvantage consumers and create legal uncertainty. Using an empirical
juridical approach, the study reveals that house payments at PT. Bale Dipa Aruma
begin with completing a booking form and paying a down payment, adhering to
the principle of consensualism as outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil
Code. Consumers are offered flexible payment schemes without bank intervention
to avoid additional costs. Information transparency is maintained in accordance
with the Consumer Protection Act, with documents such as ID cards, tax
identification numbers (NPWP), and purchase agreements serving as legality
requirements. Agreement changes are conducted through transparent, mutually
agreed-upon addendums, aligning with Article 1338 of the Civil Code and
prohibitions against unilateral changes in the Consumer Protection Act. The
company also implements mediation mechanisms for amicable dispute resolution
and provides compensation for consumer losses, as stipulated in Article 19 of the
Consumer Protection Act. By prioritizing clear communication, responsive
complaint mechanisms, and transparent dispute resolution, the company
demonstrates its commitment to justice, social responsibility, and sustainable
business practices. These measures ensure consumer rights protection while
maintaining harmonious relationships between consumers and businesses.

Keywords: Legal Protection, Agreement Changes, Installment Payment System,
House Purchase
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, fenomena pembelian rumah dengan sistem
pembayaran secara bertahap telah menjadi semakin populer di kalangan
konsumen. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma di pasar properti,
di mana pengembang perumahan dan konsumen saling berinteraksi dalam rangka
mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, dalam
proses tersebut, seringkali terjadi perubahan kesepakatan yang dapat
mempengaruhi dinamika transaksi dan kepuasan konsumen.

Salah satu aspek yang sering mengalami perubahan adalah harga rumah.
Seiring dengan perubahan kondisi pasar, nilai properti dapat mengalami fluktuasi
yang signifikan. Hal ini dapat mendorong pengembang perumahan untuk
menyesuaikan harga rumah secara periodik agar tetap sesuai dengan nilai pasar
yang berlaku. Meskipun perubahan harga bisa saja menguntungkan bagi
pengembang perumahan, konsumen mungkin merasa tidak puas karena mereka
harus membayar lebih banyak dari yang diharapkan semula.

Selain itu, perubahan fasilitas juga dapat menjadi bagian dari perubahan
kesepakatan. Misalnya, pada awalnya pengembang perumahan menjanjikan
adanya fasilitas tambahan, seperti taman bermain atau kolam renang di dalam
kompleks perumahan. Namun, dalam proses pembangunan, pengembang
perumahan mungkin mengubah rencana dan tidak melaksanakan fasilitas yang
dijanjikan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen yang

mengharapkan dan membayar untuk fasilitas tersebut.
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Perubahan ketentuan pembayaran juga sering terjadi dalam pembelian
rumah secara bertahap. Misalnya, awalnya konsumen dan pengembang
perumahan sepakat untuk membayar dengan jadwal pembayaran yang ditentukan.
Namun, dalam prosesnya, pengembang perumahan mungkin mengubah ketentuan
pembayaran, seperti menaikkan jumlah uang muka atau memperpendek jangka
waktu pembayaran. Perubahan ini dapat menyulitkan konsumen yang telah
merencanakan keuangan mereka berdasarkan kesepakatan awal.

Secara keseluruhan, perubahan kesepakatan dalam pembelian rumah
dengan sistem pembayaran secara bertahap merupakan fenomena yang dapat
memiliki dampak signifikan pada konsumen. Konsumen dapat merasa tidak puas,
kecewa, atau merasa dirugikan akibat perubahan yang terjadi. Oleh karena itu,
penting bagi pengembang perumahan untuk melakukan komunikasi yang jelas
dan terbuka dengan konsumen, serta menghormati kesepakatan yang telah dibuat
untuk membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen.

PT. Bale Dipa Aruma merupakan salah satu perusahaan pengembang
perumahan yang terkenal. Namun, perubahan kesepakatan yang dilakukan oleh
perusahaan ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak dan
perlindungan hukum konsumen. Dalam praktik pembelian rumah dengan sistem
pembayaran secara bertahap, terutama terkait dengan PT. Bale Dipa Aruma,
banyak konsumen mengalami masalah terkait perlindungan hukum. Fenomena ini

mengungkapkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang ada dan
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kepentingan konsumen dalam menghadapi perubahan kesepakatan yang dilakukan
oleh pengembang perumahan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya untuk melindungi
hak dan kepentingan konsumen dalam konteks transaksi komersial. Konsumen
sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hubungan dengan
produsen, penjual, atau penyedia jasa, sehingga diperlukan peraturan hukum yang

memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi, diberikan informasi yang jelas
dan akurat, serta memiliki akses ke jalur penyelesaian sengketa yang adil.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan
undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.'
Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian
rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap menjadi alasan utama untuk
melakukan penelitian ini. Konsumen harus mengetahui dan memahami hak-hak
mereka serta mekanisme hukum yang dapat melindungi mereka dari perubahan
kesepakatan yang merugikan. Perubahan kesepakatan yang sering terjadi dalam
pembelian rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap melibatkan berbagai
aspek. Hal ini mencakup peningkatan harga unit rumah, perubahan fasilitas, atau
perubahan ketentuan pembayaran. Konsumen yang telah membayar sebagian atau
mencapai tahap tertentu dalam pembayaran seringkali merasa dirugikan oleh
perubahan-perubahan ini, karena dapat mengakibatkan kenaikan biaya yang tak

terduga atau penurunan nilai investasi mereka.

'Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 1.
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Perlindungan hukum terhadap konsumen atas perubahan kesepakatan
dalam pembelian rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap mencakup
perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam menghadapi perubahan tersebut.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan
kerangka hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi komersial,
termasuk pembelian rumah. Undang-undang ini menetapkan bahwa konsumen
memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang barang
atau jasa yang akan dibeli, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik
bisnis yang merugikan. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dapat memberikan pedoman teknis dan administratif dalam
pembangunan dan penjualan properti, termasuk persyaratan pembayaran dan
perlindungan konsumen.’

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal perubahan kesepakatan
pembelian rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap menjadi sangat
penting untuk mengatasi masalah ini. Konsumen harus memiliki kepastian hukum
dan mekanisme perlindungan yang memadai ketika menghadapi perubahan yang
merugikan dalam kesepakatan pembelian mereka. Perlindungan hukum konsumen
dalam pembelian rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap merupakan
fenomena masalah yang membutuhkan perhatian serius. Dengan memperkuat

perlindungan hukum dan meningkatkan kesadaran konsumen, diharapkan dapat

? Eddy M. Leks, 2019, Panduan Praktis Hukum Properti - Memahami Problematika
Hukum Pertanahan, Perumahan, Serta Pengembangannya, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, hlm. 12.
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tercipta lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi konsumen yang ingin
melakukan investasi penting dalam kehidupan mereka, yaitu pembelian rumah.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara mendalam
kesenjangan perlindungan hukum dan mengevaluasi mekanisme perlindungan
yang ada. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen
tentang hak-hak mereka dalam pembelian rumah dengan sistem pembayaran
secara bertahap, termasuk pengetahuan tentang mekanisme hukum yang dapat
melindungi mereka dari perubahan kesepakatan yang merugikan, karenanya
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Atas Perubahan Kesepakatan Dalam Pembelian
Rumah Dengan Sistem Pembayaran Secara Bertahap (Studi PT. Bale Dipa

Aruma)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran cicilan dalam pembelian rumah di PT.
Bale Dipa Aruma?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang
mengalami perubahan kesepakatan dalam pembelian rumah?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum PT. Bale Dipa Aruma atas kerugian
yang dialami konsumen akibat perubahan kesepakatan dalam pembelian

rumah dengan sistem pembayaran bertahap?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui
bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran cicilan dalam pembelian rumah
di PT. Bale Dipa Aruma.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang
mengalami perubahan kesepakatan dalam pembelian rumah.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Bale Dipa Aruma atas
kerugian yang dialami konsumen akibat perubahan kesepakatan dalam

pembelian rumah dengan sistem pembayaran bertahap.

1.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Prosedur pembayaran cicilan dalam pembelian rumah di PT. Bale Dipa
Aruma telah diatur secara transparan dan memenuhi standar keadilan,
sehingga memudahkan konsumen dalam melaksanakan pembayaran
cicilan.

2. Terdapat perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang
mengalami perubahan kesepakatan dalam pembelian rumah, yang meliputi
mekanisme penyelesaian sengketa dan kompensasi yang memadai.

3. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan bertanggung

jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat perubahan kesepakatan
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dalam pembelian rumah dengan sistem pembayaran bertahap, termasuk

penggantian kerugian dan kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang

telah dibuat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam

tentang prosedur pembayaran cicilan dalam pembelian rumah di PT.

Bale Dipa Aruma, sehingga dapat melengkapi pengetahuan teoritis

terkait aspek hukum dan mekanisme pembelian properti.

b. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman baru terkait

perlindungan hukum konsumen dalam konteks perubahan kesepakatan

dalam pembelian rumah. Hal ini dapat

berkontribusi  pada

pengembangan teori hukum konsumen dan perlindungan konsumen di

industri properti.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada konsumen

yang ingin membeli rumah melalui PT. Bale Dipa Aruma dengan

mengetahui prosedur pembayaran cicilan yang berlaku. Hal ini dapat

membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang lebih

terinformasi dan mempersiapkan diri secara finansial.
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b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pihak PT. Bale Dipa
Aruma dan pelaku usaha sejenis dalam meningkatkan perlindungan
hukum terhadap konsumen dan menjaga kualitas hubungan bisnis. Hal
ini dapat mendorong perbaikan kebijakan dan praktik perusahaan
dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga pemerintah terkait
dalam melihat kebutuhan perbaikan atau penyesuaian regulasi terkait

perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian properti.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Kontrak

2.1.1 Pengertian Hukum Kontrak

Hukum kontrak atau hukum perjanjian adalah suatu kesepakatan antara
dua pihak atau lebih yang mengikat, yang diatur oleh undang-undang, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu, yang dilakukan secara
sukarela dan dengan itikad baik.” Hukum kontrak atau hukum perjanjian adalah
perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, yang mengikat pihak-pihak
tersebut untuk saling memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, dengan tujuan
menciptakan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat.*

Hukum kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau
lebih, yang menghasilkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap
pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.’” Hukum kontrak adalah suatu
perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, yang menciptakan ikatan
hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.’

Hukum kontrak adalah bentuk perjanjian yang diatur secara hukum, di
mana pihak-pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau

tidak melaksanakan tindakan tertentu. Perjanjian ini mencakup berbagai ketentuan

dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Pentingnya

3 Subekti, 2017, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 3.

*Moeljatno, 2015, Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, him. 5.

> Jimly Asshiddigie, 2016, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

®Sudikno Mertokusumo, 2019, Hukum Perikatan, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, hlm. 23.
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undang-undang dalam mengatur kontrak adalah untuk memberikan kepastian
hukum dan menjamin bahwa para pihak akan memenuhi komitmen yang telah
disepakati. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan dalam kontrak, maka akan
ada konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.
Konsekuensi tersebut dapat berupa ganti rugi, pemutusan kontrak, atau tindakan
hukum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Hukum kontrak
memberikan landasan yang kuat untuk menjaga integritas perjanjian antara pihak-
pihak yang terlibat, serta melindungi hak dan kepentingan mereka.’

2.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Kontrak

Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak yang dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak
memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak dan memasuki
perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar
hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini mengharuskan adanya kesetaraan atau keseimbangan antara hak
dan kewajiban yang dibebankan pada setiap pihak dalam kontrak. Kontrak
harus didasarkan pada persetujuan yang bebas dan sukarela antara pihak-

pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan atau pemaksaan.

" Priyatna Abdurrasyid, 2014, Hukum Perjanjian, Refika Aditama, Bandung, him. 33.
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3. Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak
harus memiliki niat yang baik atau itikad baik untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam kontrak. Mereka diharapkan
bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati hak-hak dan
kepentingan masing-masing pihak.

4. Prinsip Kekuatan Mengikat Kontrak

Prinsip ini menyatakan bahwa kontrak yang sah dan sah secara hukum
memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Para pihak
harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati dalam
kontrak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di
dalamnya.

5. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya adanya perlindungan hukum bagi para
pihak yang terlibat dalam kontrak. Hukum harus memberikan
perlindungan terhadap hak-hak mereka dan menjamin penegakan hak-hak
tersebut jika terjadi pelanggaran kontrak.®

2.1.3 Jenis-Jenis Kontrak dan Persyaratan Sahnya

Terdapat jenis-jenis kontrak dan persyaratan sahnya kontrak yang dapat

diuraikan sebagai berikut:

¥ Sudikno Mertokusumo, Op. cit. 6, hlm. 47.
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1. Jenis-Jenis Kontrak

a. Kontrak Jual Beli

Kontrak ini terjadi ketika satu pihak (penjual) setuju untuk mentransfer
kepemilikan suatu barang kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan
pembayaran harga yang disepakati.

Kontrak Sewa-menyewa

Kontrak ini terjadi ketika satu pihak (pengguna) setuju untuk
menggunakan suatu barang atau properti yang dimiliki oleh pihak lain
(pemilik) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran
sewa.

Kontrak Kerja

Kontrak ini terjadi ketika seorang pekerja atau karyawan setuju untuk
bekerja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja dalam hal-hal yang
telah disepakati, termasuk gaji, jangka waktu, dan tugas-tugas yang
harus dilakukan.

Kontrak Pinjam Meminjam

Kontrak ini terjadi ketika satu pihak (pemberi pinjaman) setuju untuk
memberikan pinjaman kepada pihak lain (penerima pinjaman) dengan
imbalan pembayaran kembali pinjaman beserta bunga atau biaya

lainnya.’

? Moeljatno, Op. cit. 4, hlm. 22.
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2. Persyaratan Sahnya Kontrak

a. Persetujuan Para Pihak

Kontrak harus didasarkan pada kesepakatan yang sah dan sukarela
antara semua pihak yang terlibat. Persetujuan harus dinyatakan secara

tegas melalui penawaran dan penerimaan yang jelas dan tidak terjadi

paksaan.

b. Kesanggupan Hukum (Kapasitas)
Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas
hukum yang cukup untuk menjalankan kontrak. Mereka harus
memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian dan
bertanggung jawab atas kewajiban yang terkait.

c. Kesepakatan yang Pasti
Kontrak harus memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persyaratan dan
ketentuan kontrak harus dapat ditafsirkan dengan jelas tanpa adanya
kebingungan atau penafsiran ganda.

d. Tujuan yang Sah dan Tidak Bertentangan dengan Hukum dan
Ketertiban Umum
Kontrak harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan
dengan hukum atau ketertiban umum. Kontrak yang melibatkan
aktivitas ilegal atau melanggar aturan hukum tidak akan dianggap sah.
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e. Pembuktian yang Sah

Kontrak harus dapat dibuktikan secara hukum dengan adanya bukti
tertulis atau bukti lain yang dapat diterima oleh hukum. Dalam
beberapa kasus, undang-undang mungkin mewajibkan bentuk tertentu

atau persyaratan lain untuk sahnya kontrak.'’

2.2 Hukum Perumahan

2.2.1 Pengertian Hukum Perumahan

Hukum perumahan adalah cabang hukum yang mengatur tentang
pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan perumahan serta tata ruang di suatu
wilayah. Hukum perumahan juga mencakup aspek-aspek hukum yang terkait
dengan perencanaan, izin, kepemilikan, dan pembiayaan perumahan.'' Hukum
perumahan adalah bidang hukum yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan
dengan pembangunan, kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan perumahan.
Hukum perumahan melibatkan aspek hukum yang terkait dengan izin,
perencanaan, hak-hak penghuni, dan peraturan-peraturan terkait.'>

Hukum perumahan juga dikenal sebagai hukum properti. Hukum properti
adalah cabang hukum yang mengatur tentang hak-hak, kepemilikan, penggunaan,
dan peralihan properti, termasuk perumahan. Hukum properti mencakup regulasi
terkait dengan perencanaan, pembangunan, penguasaan, dan pembiayaan properti,
termasuk perumahan.'”” Hukum perumahan juga terkait dengan hukum properti

91bid., hlm. 34.

"Soekarno, 2015, Hukum Perumahan dan Tata Ruang, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.
12 Iwan Satriawan, 2014, Hukum Perumahan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
13 Wasis Sunaryo, 2018, Hukum Properti, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 10.
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dan investasi. Hukum properti dan investasi merupakan bidang hukum yang
mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, dan investasi dalam
properti, termasuk perumahan. Hal ini mencakup aspek hukum terkait dengan
pembelian, penjualan, sewa-menyewa, dan peraturan terkait investasi properti.'*

Hukum perumahan, yang juga dikenal sebagai hukum properti, adalah
cabang hukum yang memiliki fokus pada regulasi hak-hak, kepemilikan,
penggunaan, dan peralihan properti, termasuk perumahan. Hukum properti
mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan,
perizinan, pengawasan, dan peraturan terkait properti perumahan. Di dalamnya,
terdapat ketentuan yang mengatur prosedur perencanaan dan pembangunan
perumahan, persyaratan perizinan, hak dan kewajiban pemilik properti,
pembagian tugas antara pengembang dan pembeli, serta aturan mengenai
kepemilikan, penggunaan, dan peralihan properti. Hukum properti berperan
penting dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hubungan
antara pemilik properti, pengembang, dan pihak terkait lainnya, serta melindungi
hak-hak dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam industri
perumahan."

2.2.2 Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perumahan

Terdapat beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum

perumahan, yaitu:

"Yuliandri, 2017, Hukum Properti dan Investasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
hlm. 17.
'S Benny Riyanto, 2015, Hukum Properti, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 4.
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1. Hak dalam Hukum Perumahan

a. Hak Kepemilikan

Pemilik perumahan memiliki hak untuk memiliki, menguasai, dan
mengalihkan kepemilikan atas properti perumahan tersebut sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan ini
memberikan pemilik kontrol atas penggunaan, pengembangan, dan
manfaat ekonomi yang dihasilkan dari properti perumahan.

Hak Penghunian

Penghuni perumahan memiliki hak untuk mendiami, menggunakan,
dan menikmati properti perumahan tersebut sesuai dengan perjanjian
yang dibuat dengan pemilik atau pengembang. Hak penghunian ini
memberikan kepastian dan perlindungan kepada penghuni terkait
dengan penggunaan dan fasilitas yang ada di perumahan.

Hak Perencanaan

Pemerintah dan otoritas terkait memiliki hak untuk merencanakan
penggunaan lahan dan perumahan dalam suatu wilayah. Hak ini
melibatkan penetapan zona-zona perumahan, peraturan pembangunan,

dan pengaturan tata ruang untuk menjaga keseimbangan antara

pembangunan dan lingkungan.'®

2. Kewajiban dalam Hukum Perumahan

a. Kewajiban Pembayaran

' Twan Satriawan, Op. cit. 12, hlm. 77.
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Pemilik atau penghuni perumahan memiliki

kewajiban untuk

membayar biaya-biaya terkait dengan kepemilikan atau penggunaan

perumahan tersebut. Ini termasuk pembayaran pajak properti, biaya

pemeliharaan dan pengelolaan perumahan, serta pembayaran iuran

bagi penghuni perumahan yang tergabung dalam asosiasi penghuni.

b. Kewajiban Pemeliharaan

Pemilik perumahan memiliki kewajiban untuk menjaga dan

memelihara kondisi properti perumahan agar tetap layak huni dan

memenuhi standar keamanan serta kenyamanan. Kewajiban ini

meliputi perawatan fisik bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum di

dalam perumahan.

c. Kewajiban Patuh Terhadap Peraturan

Pemilik dan penghuni perumahan memiliki kewajiban untuk mematuhi

peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan dan

pengelolaan perumahan. Hal ini termasuk ketentuan tata ruang,

perizinan pembangunan, aturan penggunaan fasilitas umum, serta

ketentuan keamanan dan ketertiban di dalam perumahan.'’

2.2.3 Peraturan dan Prosedur Pembelian atau Penjualan Properti

Terdapat beberapa peraturan dan prosedur pembelian atau penjualan

properti, yaitu:

1. Peraturan dan Prosedur Pembelian atau Penjualan Properti

a. Kontrak Jual Beli

7 1bid., hlm. 78.
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Pembelian atau penjualan properti dilakukan melalui kontrak jual beli
yang merupakan perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli.
Kontrak ini berisi ketentuan mengenai harga, deskripsi properti, hak
dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu, serta kondisi dan
syarat lainnya yang relevan.

Sertifikat Hak Milik

Sebelum proses pembelian atau penjualan dapat dilakukan, properti
yang akan diperjualbelikan harus memiliki sertifikat hak milik yang
sah. Sertifikat ini menunjukkan kepemilikan legal atas properti dan
berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang diakui oleh pihak
berwenang. Pembeli perlu memastikan bahwa sertifikat tersebut ada
dan valid sebelum melanjutkan transaksi.

Pembayaran dan Pelunasan

Pembeli harus membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai
pembayaran awal atau uang muka (down payment) sesuai dengan
kesepakatan dalam kontrak jual beli. Selanjutnya, proses pelunasan
dilakukan dalam waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.
Pelunasan biasanya dilakukan melalui mekanisme pembayaran tunai
atau dengan penggunaan fasilitas kredit perbankan.

Proses Notaris

Untuk memastikan legalitas dan keabsahan transaksi, pembelian atau
penjualan properti sering melibatkan notaris. Notaris akan memeriksa

dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi tersebut, memastikan
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kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kemudian
menyusun akta jual beli yang menjadi bukti resmi atas transaksi
tersebut.

Pendaftaran Hak Milik

Setelah proses pembelian selesai, pembeli perlu mendaftarkan
perubahan kepemilikan properti di kantor pertanahan atau lembaga
yang berwenang. Pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa
hak milik atas properti secara resmi berpindah tangan dari penjual ke

pembeli.'®

2.3 Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

negara, pemerintah, dan lembaga terkait untuk melindungi hak-hak dan

kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli.'” Perlindungan konsumen adalah

upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk

memastikan bahwa konsumen tidak mengalami kerugian atau penipuan dalam

. .2
kegiatan ekonomi.

0

Perlindungan konsumen sebagai rangkaian kebijakan dan tindakan hukum

yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan

" Yuliandri, Op. cit. 14, hlm. 127.
' Soemardjono, 2012, Perlindungan Konsumen dalam Hukum Kontrak, PT. Citra Aditya
Bakti, Jakarta, him. 1.

20Djoko Saryono, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Ekonomi,

Rajawali Pers, Jakarta, him. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document A(icg)ted 2/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/6,/26



Gerald Sebastian Simanullang - Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perubahan K esepakatan ...

dilindungi secara adil dalam hubungan konsumsi.”' Perlindungan konsumen
adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan
organisasi konsumen untuk menjamin kepastian, keselamatan, dan kesejahteraan
konsumen dalam kegiatan ekonomi.?

Perlindungan konsumen merupakan upaya yang dilakukan oleh negara,
pemerintah, lembaga terkait, serta organisasi konsumen untuk memastikan bahwa
hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi dengan adil dalam setiap transaksi
jual beli. Hal ini mencakup adopsi dan penerapan kumpulan aturan, kebijakan,
dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang
tidak etis, penipuan, serta kerugian finansial maupun fisik. Dengan perlindungan
konsumen yang efektif, konsumen memiliki jaminan kepastian, keselamatan, dan
kesejahteraan dalam menjalankan kegiatan ekonomi serta mampu membuat

keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat.”

2.3.2 Prinsip-prinsip Utama dalam Teori Perlindungan Konsumen

Terdapat beberapa prinsip utama dalam teori perlindungan konsumen yang
perlu diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya adanya aturan dan ketentuan hukum

yang jelas dan dapat dipahami oleh konsumen. Konsumen harus memiliki

*'Huala Adolf, 2017, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perspektif Teori dan
Praktik, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

*2Rahmat Santoso, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Ekonomi, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

»Saldi Isra, 2023, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, hlm. 1.
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kepastian mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual
beli, serta perlindungan yang mereka terima dari pihak-pihak yang terlibat.

2. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama
untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dalam transaksi
ekonomi. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil
berdasarkan jenis kelamin, usia, suku bangsa, agama, atau faktor lainnya.

3. Prinsip Kepentingan Umum

Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya untuk
kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan umum dan
masyarakat secara luas. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga
stabilitas pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan
melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Prinsip Keterbukaan dan Informasi

Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi informasi yang
memadai bagi konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang
jujur, akurat, dan lengkap mengenai produk atau layanan yang mereka
beli, termasuk risiko yang terkait. Dengan memiliki informasi yang
memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan memilih
produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

5. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab pihak-pihak yang

terlibat dalam transaksi jual beli. Pelaku usaha harus bertanggung jawab
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terhadap kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta harus
menghormati hak-hak konsumen. Pemerintah juga memiliki tanggung
jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan
konsumen guna memastikan pemenuhan hak-hak konsumen secara

efektif.**

2.3.3 Mekanisme Hukum dalam Perlindungan Konsumen

Terdapat beberapa mekanisme hukum dalam perlindungan konsumen
melibatkan beberapa aspek yang penting, yaitu:

1. Pemberian Hak-Hak Konsumen

Mekanisme hukum dalam perlindungan konsumen melibatkan pemberian
hak-hak kepada konsumen. Hak-hak ini mencakup hak untuk memperoleh
informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan, hak untuk
memilih produk yang aman dan berkualitas, hak untuk mendapatkan
kompensasi jika terjadi kerugian atau kelalaian oleh pelaku usaha, serta
hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan.

2. Penyusunan Aturan Hukum yang Relevan

Mekanisme hukum dalam perlindungan konsumen melibatkan penyusunan
aturan hukum yang relevan dan memadai. Pemerintah dan lembaga terkait
harus membuat peraturan yang mengatur hak-hak konsumen, standar
keamanan dan kualitas produk, praktik bisnis yang diizinkan, serta sanksi

hukum yang diberikan dalam kasus pelanggaran.

24 Rahmat Santoso, Op. cit. 22, him. 55.
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3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mekanisme hukum dalam perlindungan konsumen mencakup pengawasan
dan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah, lembaga pengawas, dan
organisasi konsumen harus memastikan bahwa aturan yang ada dipatuhi
oleh pelaku usaha. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi,
investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha.

4. Sistem Penyelesaian Sengketa

Mekanisme hukum dalam perlindungan konsumen juga melibatkan sistem
penyelesaian sengketa yang efektif. Konsumen yang merasa dirugikan
harus dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil
dan efisien, baik melalui proses mediasi, arbitrase, maupun melalui sistem
peradilan yang ada.

5. Edukasi dan Kesadaran Konsumen

Mekanisme hukum dalam perlindungan konsumen mencakup upaya
edukasi dan peningkatan kesadaran konsumen. Pemerintah, lembaga
terkait, dan organisasi konsumen harus memberikan informasi, pelatihan,
dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka serta cara melindungi diri

mereka dalam transaksi jual beli.”

> Huala Adolf, Op. cit. 21, him. 231.
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2.4 Penyelesaian Sengketa

2.4.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses atau mekanisme yang dilakukan
untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih, baik
melalui jalur hukum formal (litigasi) maupun jalur penyelesaian alternatif seperti
mediasi atau arbitrase.”® Penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian konflik
atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua pihak atau lebih, baik melalui
jalur hukum formal maupun jalur alternatif, dengan tujuan mencapai kesepakatan
yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.”’

Penyelesaian sengketa adalah upaya mencari jalan keluar atau solusi
terhadap perselisihan atau konflik yang terjadi antara pihak-pithak yang
bersengketa, dengan melalui jalur hukum formal atau melalui upaya penyelesaian
alternatif.”® Penyelesaian sengketa adalah proses atau mekanisme yang dilakukan
untuk mencari solusi terhadap perselisihan atau konflik yang timbul antara pihak-
pithak yang bersengketa, baik melalui jalur hukum formal maupun jalur
penyelesaian alternatif.”’

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang sangat penting dalam
menyelesaikan perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan

utama dari penyelesaian sengketa adalah mencapai kesepakatan yang dapat

2 Huala Adolf, 2018, Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata, Rajawali Pers,
Jakarta, hlm. 1.

*’Soemardjono, 2015, Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perdata, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm. 1.

* Djoko Saryono, 2010, Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata, Rajawali
Pers, Jakarta, him. 2.

Y Rahmat Santoso, 2013, Penyelesaian Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, him. 1.
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diterima oleh semua pihak yang bersengketa, sehingga mengakhiri perselisihan
secara adil dan memuaskan. Proses ini melibatkan berbagai metode dan
mekanisme, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun proses peradilan.
Melalui penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencari jalan
tengah yang dapat memperbaiki hubungan mereka, menghindari pertikaian yang
lebih panjang dan merugikan, serta memungkinkan mereka untuk melanjutkan
kegiatan mereka dengan damai dan produktif. Dalam penyelesaian sengketa,
penting untuk mendorong komunikasi yang baik, saling mendengarkan, mencari
solusi yang saling menguntungkan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa memainkan peran penting dalam
membangun harmoni, kestabilan, dan kerjasama dalam masyarakat serta dunia
bisnis.*

2.4.2 Pendekatan dan Prinsip-Prinsip Teori Penyelesaian Sengketa

Terdapat beberapa pendekatan dan prinsip-prinsip teori penyelesaian
sengketa yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Pendekatan Kolaboratif

Pendekatan ini mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk bekerja
sama secara aktif dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.
Pihak-pihak tersebut diajak untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan
bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa, dengan memperhatikan

kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

3%Saldi Isra, 2016, Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 1.
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2. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian hukum
dalam penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa harus
memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka,
serta prosedur yang akan diikuti dalam penyelesaian sengketa tersebut.

3. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mencari solusi yang memberikan
keberlanjutan dalam hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.
Solusi yang dicapai harus dapat mempertahankan atau meningkatkan
kerjasama, saling percaya, dan hubungan jangka panjang di antara mereka.

4. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa yang adil dan
seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Solusi yang dicapai harus
mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak dengan tidak
memihak secara berlebihan kepada salah satu pihak.

5. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam proses
penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa harus memiliki
akses yang adil terhadap informasi yang relevan, serta dapat mengikuti

proses penyelesaian dengan transparan dan akuntabel.’!

31 Rahmat Santoso, Op. cit. 29, him. 53.
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2.4.3 Metode-Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat
digunakan, yaitu:

1. Negosiasi

Metode ini melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari solusi
secara langsung melalui perundingan. Pihak-pihak tersebut berusaha untuk
mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dapat
dilakukan secara informal dan fleksibel, di mana pihak-pihak memiliki
kontrol penuh atas proses dan hasil penyelesaian sengketa.

2. Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang bertindak sebagai mediator
untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai
kesepakatan. Mediator tidak memiliki keputusan yang mengikat, namun
bertugas untuk memfasilitasi komunikasi, memperjelas masalah, dan
mendorong  pihak-pihak  untuk mencapai solusi yang saling
menguntungkan. Mediasi sangat mengutamakan kerja sama dan
pemahaman bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang
bersengketa menyerahkan keputusan penyelesaian kepada arbiter atau
panel arbitrase yang dianggap netral dan memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan keputusan yang mengikat. Proses arbitrase biasanya lebih
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formal daripada negosiasi atau mediasi, dan hasilnya bersifat final dan
mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

4. Konvensi dan Persilangan Klaim

Metode ini melibatkan penyelesaian sengketa melalui pertemuan antara
para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan masalah dan mencari
solusi bersama. Para pihak dapat membawa klaim masing-masing dan
mencoba mencapai kesepakatan dengan saling memberikan pengakuan

dan imbalan.*
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BAB III
METODE PENELITTIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Juni 2024 hingga Desember
2024 dengan rincian kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Waktu Penelitian
Tahun 2023-2025
Sep-Des Jan-Des Jan-Sep
No KEGIATAN 2023 2024 2025
112(3[4/1(2(3(4|1]2|3|4
1. | Pengusulan Judul Penelitian
2. | Penyusunan Proposal Penelitian
3. | Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan
4. | Seminar Proposal
5. | Pelaksanaan Penelitian
6. | Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan
7. | Seminar Hasil
8. | Ujian Skripsi

Sumber: Diolah Peneliti

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bale Dipa Aruma. PT.
Bale Dipa Aruma adalah perusahaan atau pengembang properti yang menjual

rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap kepada konsumen. Dalam
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penelitian ini, PT. Bale Dipa Aruma menjadi subjek penelitian sebagai
representasi dari pengembang properti yang menggunakan sistem pembayaran

secara bertahap dalam penjualan rumah kepada konsumen.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan pendekatan
empiris, yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan dalam konteks
penelitian sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku dan menganalisis situasi yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya.
Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang
diperlukan untuk memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini memiliki sifat
deskriptif, di mana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi
yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu,
gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan
dan menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang
situasi yang sedang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan melibatkan pengumpulan data
lapangan, seperti dokumen kontrak, kebijakan perusahaan, dan informasi terkait
yang diperlukan dari PT. Bale Dipa Aruma. Selain itu, penelitian ini juga dapat

melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti konsumen yang telah
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melakukan pembelian rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap. Dengan
menggunakan pendekatan deskriptif dan melakukan penelitian lapangan,
penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan hukum
yang berlaku dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan perubahan
kesepakatan dalam pembelian rumah dengan sistem pembayaran bertahap. Tujuan
akhir dari penelitian ini adalah menemukan solusi atau rekomendasi yang relevan
untuk perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen dalam konteks
tersebut.

3.2.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik analisis data yang dapat
digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang situasi
yang diteliti. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang relevan dalam
penelitian ini:

1. Analisis Dokumen

Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti
dokumen kontrak, kebijakan perusahaan, dan peraturan hukum yang
terkait dengan pembelian rumah dengan sistem pembayaran bertahap.
Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang
berlaku, prosedur yang diatur, dan hak serta kewajiban konsumen dalam
konteks tersebut.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti

konsumen yang telah melakukan pembelian rumah dengan sistem
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pembayaran bertahap atau perwakilan dari PT. Bale Dipa Aruma.
Wawancara ini akan membantu dalam mendapatkan informasi yang lebih
mendalam tentang pengalaman konsumen, pemahaman mereka terkait
perubahan kesepakatan, serta perspektif pengembang properti terkait
dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Analisis Konten

Data yang dikumpulkan dari dokumen dan wawancara dapat dianalisis
menggunakan metode analisis konten. Peneliti akan mengidentifikasi
tema-tema kunci, kategori, dan pola-pola yang muncul dari data yang
dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan mencari informasi terkait
ketentuan hukum yang berlaku, perubahan kesepakatan yang terjadi, dan
aspek-aspek penting yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap
konsumen.

4. Komparatif dan Perbandingan

Peneliti akan melakukan analisis komparatif dengan membandingkan
keadaan hukum yang berlaku di PT. Bale Dipa Aruma dengan peraturan
hukum yang berlaku secara umum dalam konteks pembelian properti.
Analisis perbandingan ini akan membantu dalam mengidentifikasi
kesenjangan atau perbedaan yang mungkin terjadi serta membandingkan
praktik PT. Bale Dipa Aruma dengan praktik pengembang properti

lainnya.
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5. Interpretasi Data

Selama analisis data, peneliti akan menggunakan interpretasi untuk
menggambarkan dan memahami temuan-temuan yang muncul. Hal ini
melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis dan membuat
hubungan antara fakta-fakta yang ada dengan teori hukum yang relevan.
Melalui penggunaan teknik-teknik analisis data tersebut, penelitian ini
diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks perubahan kesepakatan
dalam pembelian rumah dengan sistem pembayaran bertahap. Hasil analisis ini
kemudian dapat digunakan untuk menyusun solusi atau rekomendasi yang relevan

untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai
berikut:

1. Prosedur pembayaran cicilan dalam pembelian rumah di PT. Bale Dipa
Aruma diawali dengan pengisian formulir pemesanan dan pembayaran
uang muka sebagai wujud kesepakatan konsensualisme yang sesuai Pasal
1320 KUH Perdata. Konsumen diberikan fleksibilitas skema pembayaran
tanpa campur tangan bank, sehingga menghindari biaya tambahan. Dalam
proses ini, perusahaan menekankan pentingnya kemampuan finansial
konsumen dan transparansi informasi sesuai UU Perlindungan Konsumen.
Dokumen seperti KTP, NPWP, dan surat perjanjian pembelian menjadi
syarat utama untuk menjamin legalitas dan keamanan transaksi. Ketentuan
denda diterapkan untuk menjaga komitmen konsumen, dengan tetap
memperhatikan prinsip keadilan dalam hubungan konsumen dan pelaku
usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.

2. PT. Bale Dipa Aruma memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen yang mengalami perubahan kesepakatan pembelian rumah
dengan memastikan proses perubahan dilakukan melalui adendum
perjanjian yang transparan dan disepakati bersama. Hal ini mencerminkan

prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata serta
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kepatuhan terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, khususnya terkait hak atas informasi dan larangan perubahan
sepihak. Perusahaan mengutamakan komunikasi yang jelas, melibatkan
konsumen dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan mekanisme
mediasi untuk penyelesaian sengketa secara damai. Langkah-langkah ini
menunjukkan komitmen terhadap keadilan, tanggung jawab sosial, dan
perlindungan hak konsumen dalam menjaga hubungan kontraktual yang
harmonis.

3. PT. Bale Dipa Aruma bertanggung jawab secara hukum atas kerugian
konsumen akibat perubahan kesepakatan dengan memberikan kompensasi,
pengembalian dana, atau solusi alternatif yang disepakati bersama.
Kebijakan ini sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan
ganti rugi atas kerugian konsumen. Perusahaan mengutamakan
penyelesaian secara mediasi untuk mencegah konflik berkepanjangan dan
menjaga hubungan baik dengan konsumen. Dengan mekanisme pengaduan
yang responsif, proses klaim transparan, dan itikad baik dalam
menyelesaikan masalah, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap

keadilan, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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1. PT. Bale Dipa Aruma perlu meningkatkan edukasi kepada konsumen
tentang prosedur pembayaran dan pentingnya pemahaman terhadap syarat-
syarat transaksi, seperti kewajiban dokumen dan konsekuensi denda.
Transparansi informasi harus terus ditingkatkan, termasuk penjelasan rinci
tentang skema cicilan, untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman di
antara konsumen.

2. Perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem komunikasi yang
lebih efektif dan terintegrasi dengan konsumen, terutama dalam perubahan
kesepakatan. Penggunaan teknologi seperti aplikasi digital dapat menjadi
alat untuk memudahkan konsumen dalam memantau status perjanjian dan
mendokumentasikan proses adendum secara transparan dan akurat.

3. PT. Bale Dipa Aruma dapat memperkuat mekanisme penyelesaian
sengketa dengan menyediakan tim mediasi profesional yang terlatih untuk
menangani keluhan konsumen. Selain itu, prosedur klaim yang lebih
efisien dengan batas waktu yang jelas akan meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap komitmen perusahaan dalam memberikan layanan

yang adil dan bertanggung jawab.
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RINGKASAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana langkah-langkah awal yang harus dilakukan konsumen untuk memulai proses
pembayaran cicilan rumah?
Langkah pertama, konsumen perlu melakukan pemesanan unit dengan mengisi formulir
pemesanan dan menyerahkan data diri yang diperlukan. Setelah itu, konsumen diharuskan
membayar tanda jadi atau uang muka sebagai bukti keseriusan pembelian. Selanjutnya, kami
akan menjelaskan pilihan skema pembayaran yang dapat dipilih konsumen.

2. Apakah terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi konsumen sebelum menyetujui skema
cicilan?
Tidak ada syarat khusus yang rumit. Hanya saja, kami menyarankan agar konsumen
memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan skema
yang dipilih, apakah itu cicilan 2 tahap atau 4 tahap. Semua prosedur pembayaran kami lakukan
langsung tanpa perantara bank.

3. Bagaimana sistem atau mekanisme pembayaran cicilan yang diterapkan oleh PT. Bale Dipa
Aruma?
Kami menyediakan opsi pembayaran bertahap yang dilakukan secara cash dan langsung kepada
pihak PT. Bale Dipa Aruma, tanpa menggunakan bank. Konsumen dapat memilih antara 2
hingga 4 tahap pembayaran, sesuai dengan kesepakatan awal. Pembayaran dilakukan langsung
ke rekening perusahaan dengan konfirmasi bukti pembayaran yang dilaporkan ke bagian
keuangan.

4. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam proses pembayaran cicilan rumah?
Dokumen yang diperlukan cukup sederhana, yaitu KTP, NPWP, dan surat perjanjian pembelian
rumah. Semua dokumen ini akan menjadi bagian dari arsip perusahaan dan untuk keperluan
legalitas kepemilikan rumabh.

5. Apakah ada ketentuan atau denda jika konsumen terlambat membayar cicilan?

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/26
60

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)2/6/26



Gerald Sebastian Simanullang - Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perubahan K esepakatan ...

Ya, ada ketentuan denda bagi konsumen yang terlambat membayar cicilan sesuai jadwal yang
disepakati. Denda ini diberlakukan untuk menjaga komitmen konsumen dan mencegah
keterlambatan yang berlarut-larut.

6. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi perubahan

kesepakatan?
Jika terjadi perubahan kesepakatan, kami berusaha untuk mengedepankan transparansi dan
melibatkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Konsumen memiliki hak untuk
memahami dan menyetujui perubahan tersebut sebelum diberlakukan. Kami juga memastikan
bahwa setiap perubahan akan dicantumkan dalam adendum perjanjian.

7. Bagaimana PT. Bale Dipa Aruma mengkomunikasikan perubahan kesepakatan kepada
konsumen?

Kami biasanya mengundang konsumen untuk bertemu langsung atau memberikan
pemberitahuan secara tertulis. Perubahan kesepakatan harus dijelaskan secara rinci, dan
konsumen dapat menanyakan atau meminta klarifikasi sebelum menyetujuinya.

8. Apakah konsumen memiliki hak untuk menolak perubahan kesepakatan yang diajukan?

Tentu, konsumen berhak menolak perubahan kesepakatan yang mereka anggap tidak
menguntungkan. Dalam situasi ini, perusahaan akan mencari alternatif atau solusi terbaik yang
bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

9. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan jika terjadi perselisihan akibat perubahan kesepakatan?
Jika perselisihan terjadi, kami mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan mediasi
terlebih dahulu. Kami memiliki tim mediasi yang akan menjembatani komunikasi antara
perusahaan dan konsumen. Jika tidak mencapai kata sepakat, langkah hukum mungkin diambil
sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Apakah PT. Bale Dipa Aruma menyediakan layanan hukum atau mediasi untuk membantu

konsumen yang merasa dirugikan?
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Iya, kami menyediakan layanan mediasi internal untuk membantu konsumen yang merasa
dirugikan. Kami juga bekerja sama dengan penasihat hukum untuk memastikan bahwa hak-hak
konsumen tetap terlindungi.

11. Apa saja tanggung jawab hukum PT. Bale Dipa Aruma terhadap konsumen yang mengalami
kerugian akibat perubahan kesepakatan?
Perusahaan bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap keluhan konsumen yang merasa
dirugikan. Jika terjadi perubahan kesepakatan yang berdampak negatif bagi konsumen,
perusahaan akan menawarkan kompensasi atau opsi pengembalian dana sebagai bentuk
tanggung jawab kami.

12. Apakah PT. Bale Dipa Aruma memberikan kompensasi atau penggantian kerugian kepada
konsumen?
Ya, jika konsumen mengalami kerugian secara nyata, kami akan memberikan kompensasi sesuai
dengan kesepakatan dalam perjanjian awal atau adendum yang disetujui kedua belah pihak.

13. Bagaimana prosedur klaim yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan kompensasi
atas kerugian tersebut?
Konsumen harus menyampaikan klaim secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang
relevan. Klaim ini kemudian akan ditinjau oleh tim hukum kami. Kami berusaha menyelesaikan
klaim dalam waktu maksimal 30 hari kerja.

14. Apakah PT. Bale Dipa Aruma pernah menghadapi kasus serupa, dan bagaimana
penyelesaiannya?
Ada beberapa kasus yang terjadi, dan semuanya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan
bantuan mediasi. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen
dan menyelesaikan setiap masalah yang muncul.

15. Bagaimana kebijakan perusahaan untuk mencegah terjadinya perubahan kesepakatan yang

merugikan konsumen di masa depan?
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Kami berupaya untuk meminimalkan perubahan kesepakatan dengan merencanakan proyek
secara matang sejak awal. Jika memang harus ada perubahan, kami pastikan itu tidak merugikan

konsumen. Selain itu, kami juga memberikan opsi-opsi lain sebagai alternatif solusi.
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